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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR § TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Memimbang a. bahwa bahwa untuk meningkatkan sumber-sumber
penerimaan terutama disektor Retribusi maka perlu diatur

tentang retribusi pengawasan dan pembinaan Industri

ebagaimana dimaksud

b. bahwa berdasarkan pertimbangan s
an dengan Peraturan

dalam huruf a diatas perlu ditetapk
Daerah.

Mengingat - 1. Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 2828),

2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1 982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5§  Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Rl Tahun 1984 Nomar 22,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomaor 3274),

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara R| Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan l.embaran Negara Rl Nomor

4048),

5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembenlukan Kat_:upaten Lebong dan Kabupaten
Kepahna;n% di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara R
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Len
AL e 8 mbaran Negara Rl

6. gnding-lUEdang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
embentukan Peraluran Perundang-undangan (L.embaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53 Tamba
Neoard Rl Nomar 4549} 3, Tambhahan Lembaran

- @
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\ 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemorintahan Daerah (Lembaran Neaara RI Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lombaran Negara Rl Nomor 4437)
sebagaimana lolah diubah dengan Peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negard Rl Tahun 2005
Nomor 38 Tambahan LLembaran Negara Nomor 4493) yang
telah diletapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negera RI Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor A4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R| Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan  di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Rl Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 2854),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomar
3258),

11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
119. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139),

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN INDUSTRI

¢
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong:

4. Dinas Teknis adalah Dinas atau unit dan atau instansi yang bertanggungjawab

dibidang perdagangan;

5 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

6 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bnetuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis. lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya,

7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk
memperoleh nilai tambah;

8 Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang
usaha industri yang dapat berbentuk perorangan,  badan hukum yang
berkedudukan di Kabupalen Lebong,

9 Pengawasan dan Pembinaan adalah pengawasan dan pembinaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap orang pribadi atau badan untuk
melakukan kegialan usaha di bidang perindustrian,

10 Retribusi Pengawasan dan pembinaan Industri yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengawasan dan
pembinaan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha

dibidang perindustrian,

11 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi,

12 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dibidang komoditi
keluar daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

13 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjytnya dapat disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

14 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terutang dan tidak harusnya terutang:
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16. Qurat Tagihan Retribusi p
surat untuk melakukan
bunga dan atau denda;

aerah, yang selanjulnya dapat disingkat STRD adalah
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa

17.Surat Kepulusan Keberatan
SKRD atau dokumen |a
diajukan oleh Wajib Retrip

adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap

in yang dipersamakan, SKRDKBT dan RDLB yang
usi:

18 Pemerllkshaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengoha data da atay keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah;

19.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukli itu

membuata terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perindustrian dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pengawasan dan pembinaan kepada orang
pribadi atau badan yang melakukan kegiatan dibidang perindustrian oleh Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedua
Obyek Retribusi

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pengawasan dan pembinaan yang
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan dalam melakukan kegiatan usaha perindustrian dengan
berkewajiban melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Industri adalah orang pribadi atau
badan yang mendapat pelayanan pengawasan dan pembinaan dibidang
perindustrian.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengawasan dan‘Pgmbina‘an I_ndustri sebagaimana dimaksud Pasal 4
Peraturan Daerah ini adalah jenis Relribusi yang termasuk Jasa Umum.

P
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BAB IV

¢
ARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat  Penggunaan jasa  diukur

i ienis serta fasilitas
pengawasan/pembinaan berasark berdasarkan  jen

an klasifikasi investasi usaha.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pengawasan dan pembinaan
Perindustrian didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama

dengan biaya penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha
yang bersangkutan,

(2) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Pengawasan dan Pembinaan
Perindustrian adalah berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam
penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap yang bersangkutan
meliputi penerbitan dokumen pengawasan dan pembinaan di lapangan dan
penatausahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Jenis Usaha Perindustrian;
b. Klasifikasi dan atau golongan Investasi Usaha.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Setiap Wajib Retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha di bigang
perindustrian, wajib dilakukan pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah
Daerah.

(2) Setiap usaha perindustrian milik Wajib Retribusi yang dilakukan pengawasan dan
pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.

(3) Besarnya Relribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagai
berikut :

T M R e | Besarnya Retribusi
| Golongan Usaha | (Rupiah) | _ perBulan
T 2 [ 3 E MR
L -G s/d 5.000.000,- Rp. 3.500,-
o | F 5.000.001,- s/d 10.000.000,- Rp. 6.000,-
| 5 £ 10.000.001,- s/d 30.000.000,- | Rp. 10.000,-
4 D 30.000.001,- s/d 50.000.000,- Rp. 20.000,-
e o 50.000.001,- s/d 100.000.000,- Rp. 35.000,-
| 6 B 100.000.001,- s/d 200.000.000.- Rp. 50.000,-
E2) EE —— 200.000.000,- ke atas | Rp. 75.000,-
BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9
(1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

(2) Pelaksanaan pembayaran R_etribusi dilaksanakan di tempat dan atau loket yang
telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
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BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa fqet“ﬂ:):l-’stllnlgﬂllk pPengawasan dan pembinaan adalah jangka wakltu Yang
lamanyd 1 iS¢ ulan atau batas waklunya izin yang ditetapkan lain oleh Bupati

Pasal 11

Saat retnbusi terutang adalah pada saal dilelapkannya SKRD atau dokumen lain
vang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi
yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tat cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaiana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Setiap Wajib Retribusi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
(NPWRD)

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di
persamakan dan SKRDKBT.

Fan
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b BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus

7y Relribusi yang terutang dilunasi sel . hari sejak
. ambat-lambatnya 15 (lima belas) har |
gu}ethgikannya SKRD atau dokumen lain yang dizersamakan. SKRDKBT dan

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran relribus! diatur sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRT atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT. STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayara oleh
WajibLRetribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN).

(2) Penagihan  retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen
lain yang dipersamakan berupa :

a. Pemberian keringanan,
b. Pengurangan,

c. Pembebasan, o
d Penghapusan perhitungan retribusi.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara
lertulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atau ketetapan retribusi secara
jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
retribusi tersebut.

~
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bagai - ,
4) Keberatan sebagaimana dimaks N |am jangka
( )\:faklu paling lama 2 (dua) py o hada agat (2) Pasal i difukan OZE L

, lan sejak tan lainnya yana
i i gqal SKRD atau dokumen
dipersamakan  diterbitkan, kecuali apabila Wajib Relribusi lertentu  dapat

menunjukkan bahwa jangka wakty i, 1 i i keadaan diluar
kekuasaannya. itu tidak dipenuhi karena

(5) Keberatan yang tidak memenuhi
dan (3) Pasal ini tidak dian
dipertimbangkan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2)
ggap sebagai Sural Keberatan, sehingga tidak

(6) Pengajuan keberalan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan dilerima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagaian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan. '

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keletapan Retribusi Daerah
Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waklu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang refribusi lainnya, kelebihan
pembayaran relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan dalam jangka waklu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
Surat Ketetapan Relribusi Daerah Lebih Bayar dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
retribusi.

M
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\ Pasal 21

(1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran rolribusi diajukan S0CAr

tertulis kepada Bupati dengan sekyr an:
ang-kurangnya menyebutkan:
3. Nama dan alamat Waiib Retribusi: g anya many
Masa Retribusi: '

b.
c. Besarnya kelebihan pembayaran -
d. Alasan yang singkat dan jelas. '

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah alau bukli pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Sural Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi
lainnya., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN |
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan relribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi untuk
kepentingan Pemerintah.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan relribusi ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan .retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung seja.k saat _lerhutangnya retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah,

(2) Kedaluarsa penagihan re3tribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

tertangguhkan apabila:
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
lidak langsung.
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BAB XX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

(1 Hesl p:-:ml(::llr"'\ ratribusi sabagaimana dimaksud Pasnl B, disolor ko Kas Daerah
paling _;:1;21 IA (8atu) kali 24 (dua putun ompal) jam dan dianggarkan sofiap
lahun datam Anggaran Pendapatan dary Bolana Daorah Kabupaten |.ahong.

() I‘nngnlul:ml.\ bungutan retribusi dicatat salengkapnya dalam buku administrasi
Keuangan Daerah (Buku Kas dan Buky Kas Pambantu)

Pasal 26

(1) Bupali - berwenang  melakukan pemeriksaan untuk — menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan Relribusi Daerah,

(2) Wajib Retribusi dan atau pejabat yang diperiksa wajib:

a Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
relribusi yang terutang;,

b Memberikan kesempatan unluk memasuki lempal alau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan,

¢c. Memberikan kelerangan yang diperiukan.

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XX
KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan lembaga teknis atau pejabat

yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XXI
PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

Besarnya tarif retribusi sebagaimana_dimaks.ud' pada Pasal 9i secara berkala dapat
dilinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan
kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
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BAB XXl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wail aﬁf;::gu;? tda” atau Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebag 'atur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan

daerah ilancarn pida‘nAa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (émpat) kak jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini adalah
Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XXl
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan, ‘

c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
Tersangka,

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat,

e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka,

f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau
Saksi,

g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan
hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;

i melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketenluan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau keputusan
Bupati.
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Pasal 32

pDiundangkan di Tubei
Pada tanggal / -9 - 2008

EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2008
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Pasal 32

L] ey} '
peraturan Daerah ini mulai berlaky

4apal mengetahuinya memerintahka
penempalannya dalam Lambaran

Pada tanggal diundangkan. Agar setiap orand
N pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
Daerah Kabupaten Lebong.

piundangkan di Tubei
padatanggal /- g - 2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR & TAHUN 2008
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